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PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017, .
tanggal 20 Januari 2017)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

| a.

Mengingat :
. Peraturan _
. 04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

bahwa ketentuan mengenai impor barang kiri-

man melalui Perusahaan Jasa Titipan telah dia- |
tur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 5
Cukai Nomor P-05/BC/2006 tentang Petunjuk |

Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiri-

man Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan ke- i
tentuan mengenai barang impor dan barang |

ekspor yang dikirim melalui pos telah diatur
dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal
Bea dan Cukai dengan Direktur Jenderal Pos
dan Telekomunikasi Nomor KEP-34/BC/2000
dan Nomor 41/DIRJEN/2000 tentang Penyele-
saian Barang Impor atau Barang Ekspor yang
Dikirim Melalui Pos;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hu-

kum, meningkatkan pelayanan dan pengawasan

atas impor barang kiriman, perlu mengatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal tersendiri_ketentuan
mengenai impor barang kiriman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/
PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang
Kiriman, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelak-

sanaan Impor Barang Kiriman;

Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No-

mor 1819);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BA- |

RANG KIRIMAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang di-

maksud dengan:

1.

9.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten- ;
tang Kepabeanan.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu |
di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepa- _
beanan.
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang yang sepenuhnya berada di bawah penga-
wasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bi-
dang kepabeanan yang waijib dilakukan untuk
memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang
Kepabeanan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea |
dan Cukai. |
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkun-
gan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya ke-
wajiban. pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan, meliputi:
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.
Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut
Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang
ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melak-
sanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Un-
dang Kepabeanan.
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

10.

18.
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Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau
lapangan atau tempat lain yang disamakan den-
gan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun ba-

rang, sementara menunggu pemuatan atau pen-

geluarannya.

Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang me-
nyelenggarakan pos.

Penyelenggara POs Yang Ditunjuk adalah Peny-
elenggara Pos yang ditugaskan oleh pemerintah
untuk memberikan layanan internasional seb-

agaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia |

(Universal Postal Union).

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya dising-
kat PJT adalah Penyelenggara Pos yang mem-
peroleh ijin usaha dari instansi terkait untuk
melaksanakan layanan surat, dokumen, dan pa-
ket sesuai peraturan perundang-undangan di bi-
dang pos.

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim me-
lalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan |

perundang-undangan di bidang pos.

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan |

kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan
sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggu-
nakan teknologi informasi maupun manual.
Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang
dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan
kewajiban pabean.

Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya '
disingkat PIB adalah Pemberitahuan Pabean un- |

tuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk
dipakai.

Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang se-
lanjutnya disingkat PIBK adalah Pemberitahuan
Pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu
yang dikirim melalui Penyelenggara Pos.

Dokumen Pengiriman Barang yang selanjutnya

disebut Consignment Note adalah dokumen den-
gan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis
yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman
barang antara pengirim barang dengan Penye-
lenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman
kepada Penerima Barang.

Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk

‘komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/

atau tidak bergambar.

Surat adalah Barang kiriman yang menjadi bagian
dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sam-
pul yang ditujukan kepada individu atau badan

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

dengan alamat tertentu, yang dalam proses pe- |

nyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.

Dokumen adalah Barang Kiriman yang berben-
tuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di

atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca.

Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman
selain Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang pen-
girimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos

Yang Ditunjuk yang tidak disertai dengan Con-
signment Note.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya
disingkat PDE adalah alur informasi bisnis antar
aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang
terintegrasi dengan menggunakan standar yang
disepakati bersama, termasuk komunikasi atau
penyampaian informasi melalui media berbasis la- |

man internet (web-based).

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua doku-
men yang digunakan sebagai pelengkap Pemberi-
tahuan Pabean, misalnya invoice, packing list,
bill of Iading/ai‘rway bill, manifest, Consignment |
Note, dokumen pemenuhan ketentuan larangan |
lainnya

atau pembatasan, dan/atau dokumen

yang dipersyaratkan.

Pengangkut adalah orang perseorangan atau |

badan hukum, kuasanya, atau pihak yang ber-
tanggung

orang yang diangkutnya.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang
selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pengurusan pemenu- |
han Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa im- |

portir.

Penerima Barang adalah Orang yang melakukan
kegiatan memasukkan Barang Kiriman ke dalam

Daerah Pabean.

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan

bea masuk.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya |
disingkat dengan SKP adalah sistem komputer
yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rang-

ka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB Il
PENETAPAN JAMINAN UNTUK PJT DAN
PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK
Pasal 2
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jawab atas pengoperasian sarana
pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau |
orang yang mempunyai kewajiban menyampai-
kan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau
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(1) PJT vyang telah mendapatkan persetujuan untuk |
melakukan kegiatan kepabeanan, harus meny- |

erahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau cus-
toms bond kepada Kepala Kantor Pabean.

{2) Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean
berdasarkan pertimbangan jumlah pembayaran
bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal PJT belum pernah melakukan kegiatan
kepabeanan sebelumnya di Kantor Pabean, jum-

lah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean berdasar-
kan perkiraan jumlah pembayaran bea masuk,
cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 3
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang telah
mendapatkan persetujuan untuk pelayanan khusus di
bidang kepabeanan harus menyerahkan jaminan peru-
sahaan (corporate guarantee) secara terpusat kepada
Direktur Jenderal setelah mendapatkan izin penggu-
naan jaminan perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai jami-

nan dalam rangka kepabeanan.

BAB il
EVALUASI| PERSETUJUAN MELAKUKAN
KEGIATAN KEPABEANAN
Pasal 4
(1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas
pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan
kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditun-

juk atau PJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi evaluasi terhadap:

a. pemenuhan persyaratan Penyelenggara Pos :

Yang Ditunjuk berupa bukti penetapan TPS
atas nama Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS
dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
menggunakan TPS yang diusahakan untuk
umum.
b. pemenuhan persyaratan PJT berupa:
1) izin penyelenggaraan pos;

2) bukti persetujuan untuk dapat melakukan

Akses Kepabeanan sebagai PPUK,
3) bukti penetapan TPS atas nama PJT atau

bukti kerja sama dengan pengusaha TPS |
dalam hal PJT menggunakan TPS yang di- |
usahakan untuk umum:
4) kelengkapan sarana dan prasarana di TPS
yang paling sedikit terdiri dari alat pemin-
dai, alat ukur/timbangan, kamera CCTV, |
ruang tempat pemeriksaan pabean: :
5) sistem pergerakan barang di dalam TPS;
6) layout TPS termasuk detail pembagian ru-
angan di dalam TPS; dan
7) jumlah jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat
(3).
(3) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja kepa-
beanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ke-
pala Kantor Pabean: 5
a. mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk
mencabut persetujuan kegiatan kepabeanan
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk di Kantor
Pabean yang bersangkutan apabila tidak me-
menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a; :
b. melakukan pencabutan persetujuan untuk
melakukan kegiatan kepabeanan bagi PJT |
apabila tidak memenuhi persyaratan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1), angka 2), dan/atau angka 3);
c. menyampaikan surat peringatan kepada PJT
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf b angka 4) dan/
atau angka 6); atau
d. menetapkan jumlah jaminan baru PUT apabila
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
huruf b angka 7) menunjukkan kekurangan
jaminan. |
(4) Dalam hal PJT tidak memenuhi kewajiban dalam |
surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ datam jangka waktu 30 (tiga |
puluh) hari sejak tanggal surat peringatan, PJT |
tidak diberikan pelayanan kepabeanan di Kantor
Pabean yang bersangkutan berupa pengeluaran :
barang untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara; !
c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor
Pabean lainnya; dan
d. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
(5) Dalam hal PJT telah memenuhi kewajiban dalam
surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢, pelayanan kepabeanan di Kan-
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tor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan kembali.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling
lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari.

Pasal 5

Dalam hal jumlah jaminan ditetapkan kembali se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hur-
uf d, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat
pemberitahuan mengenai penetapan kembali jum-
lah jaminan kepada PJT.

Kepala Kantor Pabean membekukan kegiatan
kepabeanan PJT apabila PJT tidak menyerahkan

jaminan sesuai dengan penetapan sebagaimana

(3)

(4)

)

- (2)

E (3)

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu pal-

ing lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tang-

gal surat penyampaian penetapan.

PUT yang dibekukan kegiatan kepabeanannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak di-

berikan pelayanan kepabeanan di Kantor Pabean

yang bersangkutan berupa pengeluaran barang

untuk:

a. diimpor untuk dipakai;

b. diimpor sementara;

c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor
Pabean lainnya; dan

d. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan ke-

giatan kepabeanan PJT dalam hal PJT telah me-

nyerahkan jaminan sesuai dengan penetapan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGANGKUTAN, PEMBONGKARAN,
DAN PENIMBUNAN
Pasal 6

Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang

dari luar Daerah Pabean wajib menyerahkan
pemberitahuan berupa inuvard manifest yang

merupakan daftar muatan barang yang diangkut

termasuk muatan yang berupa Barang Kiriman
kepada Pejabat di Kantor Pabean.

Inuvard manifest sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor
pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pem-
beritahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai
persetujuan pembongkaran barang.

Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang telah diberikan persetujuan pem-
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sementara menunggu pengeluarannya dari Ka- i
wasan Pabean dapat ditimbun di TPS.

Tata cara penyerahan pemberitahuan inuvard
manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undan-
gan yang mengatur mengenai manifes. '

Pasal 7

Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lan-

jut atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan |

Pabean BC 1,1 untuk setiap Consignment Note

atau setiap item Barang Kiriman, apabila BC 1.1 '

belum memuat rincian Barang Kiriman untuk se-
tiap Consignment Note atau setiap item Barang

Kiriman.

Perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilakukan dengan mengajukan perbaikan setiap

Pemberitahuan Pabean BC 1.1 untuk setiap Con- |

signment Note atau setiap item Barang Kiriman.

Pengajuan perbaikan terhadap Pemberitahuan Pa- '

bean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilakukan oleh Penyelenggara Pos dengan

mengajukan permohonan perbaikan Pemberita-

huan Pabean BC 1.1 tanpa persetujuan Kepala

Kantor Pabean. '

Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos yang ter-

dapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang
yang dikirim melalui PUT, perbaikan terhadap

Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dilakukan sesuai

peraturan perundangan-undangan yang mengatur

mengenai manifes. '

Dalam hal perincian atas pos yang terdapat dalam

Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana di- |

maksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyeleng- |

gara Pos Yang Ditunjuk, perbaikan terhadap

Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dilakukan dengan

menyerahkan manifes pos yang paling sedikit ha-

rus memuat elemen data:

a. nomor pelayaran/penerbangan;

b. pelabuhan tujuan/bongkar;

c. jumlah Bill of Lading/Air Way BiIll, jika tidak
ada maka diisi dengan jumlah shipment (Ba-
rang Kiriman);

d. nomor sub pos, diisi nomor urut:

e. nomor dan tanggal Bill of Lading/Air Way Bill,
jika tidak ada maka diisi dengan nomor identi-
tas Barang Kiriman;

f. nomor dan merek kemasan/peti kemas, atau
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diisi dengan nomor dan merek kantong ijika
ada:

9 omor segel kemasan/peti kemas, atau diisi |

dengan nomor segel kantong jika ada;

h. jumlah dan jenis kemasan/peti kemas, jika ti-
dak ada maka diisi dengan jumlah dan jenis

kantong:

i. berat kotor (brutto), yang diisi dengan berat |

brutto untuk setiap Barang Kiriman; dan

j- tanda tangan dan nama jelas Pengangkut, jika
tidak ada maka diisi dengan tanda tangan dan
nama jelas Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.

(6) Ketentuan perincian lebih lanjut atas pos yang ter- 5
dapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 oleh |
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk sebagaimana |

dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk Ba-
rang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen
dan Barang Kiriman Tertentu.

(7) Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Doku- '

men dan Barang Kiriman Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) harus dimasukkan dalam

sub pos tersendiri untuk setiap pos yang terdapat ;

dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1.

(8) Atas perincian lebih lanjut terhadap pos yang

terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP atau
Pejabat yang menangani administrasi manifes
melakukan perbaikan pos yang terdapat dalam
Pemberitahuan Pabean BC 1.1.

(9) Tata cara perincian lebih lanjut atas pos yang ter-
dapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 oleh
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lam-
piran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

{10) Perincian. lebih lanjut atas pos yang terdapat
dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 yang dilaku-
kan oleh Pengangkut dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai manifes.

BAB V
PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI
KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN YANG
DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TPS
Bagian Pertama
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
Pasal 8

(1) Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Doku-
men, dan Barang Kiriman Tertentu, dapat dike-

luarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain
yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai
barang yang diimpor untuk dipakai setelah Peny-
elenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan daf-
tar Barang Kiriman dan Barang Kiriman kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang
Kiriman.
Daftar barang kiriman sebagaimana dimaksud
pada ayaf (1) paling sedikit memuat elemen data:
a. jumlah Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Ba-
rang Kiriman Tertentu; dan
b. total berat kotor.
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk mengajukan
Consignment Note dalam hal terdapat:
a. barang larangan atau pembatasan; dan/atau
b. barang yang wajib membayar bea masuk, cu-
kai, dan/atau pajak dalam rangka impor,
dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1).
Dalam hal elemen data dalam daftar Barang Kiri-
man sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
sesuai dengan Barang Kiriman sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Pejabat yang menangani
Barang Kiriman menyampaikan kepada Peny-

‘elenggara Pos Yang Ditunjuk untuk mengajukan

perbaikan daftar Barang Kiriman.

Tata cara penyampaian daftar Barang Kiriman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9
Barang Kiriman yang berdasarkan Consignment
Note memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB
USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States
Dollar) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean
atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan
TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah Peny-
elenggara Pos menyampaikan Consignment Note
kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.
Consignment Note sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat elemen data:
a. nomor identitas Barang Kiriman;
b. negara asal;
c. berat kotor:
d. biaya pengiriman;
e. asuransi, apabila ada;
f. bharga barang:
g. mata uang;
h. wuraian jumlah dan jenis barang;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HS code, apabila ada;

nama dan alamat pengirim;
nama dan alamat penerima;
NPWP penerima, apabila ada;

. nomor telepon penerima, apabila ada; dan
kantor penyerahan Barang Kiriman, apabila
ada.

Tata cara penyampaian Consignment Note se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran lll yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

53—~

Pasal 10

Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Pe- |

nerima Barang untuk menyampaikan PIBK ke

Kantor Pabean tempat penyelesaian Kewajiban

Pabean apabila Barang Kiriman yang berdasarkan

Consignment Note sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat {2):

a. memiliki nilai pabean lebih dari FOB USD
1.500.00 ({seribu lima ratus United States
Dollar) dan Penerima Barang bukan merupak-
an badan usaha; dan/atau

b. diimpor oleh Penerima Barang yang bukan
merupakan badan usaha dengan menggunak-
an fasilitas kepabeanan berupa pembebasan
bea masuk.

Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean

atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan

TPS sebagai barang yang diimpor untuk dipakai

setelah Penerima Barang menyampaikan PIBK ke

Kantor Pabean tempat pemenuhan Kewajiban Pa-

bean.

PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

oleh Penerima Barang berdasarkan Dokumen |

Pelengkap Pabean, dengan menghitung sendiri
bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor yang seharusnya dibayar.

Penerima Barang menyampaikan PIBK sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Do-

kumen Pelengkap Pabean, termasuk dokumen
pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan

dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi keten-

tuan larangan atau pembatasan.

Penerima Barang menguasakan pengurusan PIBK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pe-
nyelenggara Pos yang bersangkutan.

Pemberian kuasa pengurusan PIBK sebagaimana :

dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara
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(7)

(8)

(9)

periodik paling lama dalam jangka waktu 1 {satu)
tahun.

Penerima Barang merupakan importir yang
sepenuhnya bertanggung jawab terhadap ke-
benaran PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(b).

PIBK dapat disampaikan untuk Barang Kiriman |
yang berdasarkan Consignment Note memiliki |
nilai pabean tidak melebihi FOB USD 1,500.00 |
(seribu lima ratus United States Dollar) dan Pe- |
nerima Barang bukan merupakan badan usaha.
Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampai-
kan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Penyelenggara Pos tidak harus menyampaikan
Consignment Note sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1),

(10)Tata cara penyampaian PIBK sebagaimana di- |

(1)

(2)

(3)

(4)

maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari |
Peraturan Direktur Jenderal ini. :

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pabean
Pasal 11

Terhadap Barang Kiriman sebagaimana dimaksud _

dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 |

ayat (1), dan Pasal 10 ayat (8) dilakukan pemerik- ;
saan pabean secara selektif berdasarkan manaje-
men risiko.

Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik barang

dan penelitian dokumen.

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan:

a. dengan menggunakan alat pemindai elektron-
ik: dan/atau

b. oleh Pejabat.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaima- |

na dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan |

dalam hal: f

a. unit pengawasan menerbitkan nota hasil in-
telijen;

b. berdasarkan tampilan pemindai elektronik |
atau informasi lainnya terdapat kecurigaan
bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak |
sesuai dengan uraian yang tercantum dalam |
dokumen Consignment Note,

c. uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau |
nilai pabean yang tercantum dalam dokumen
Consigment Note tidak jelas atau tidak ter- |

D2
tad
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

cantum dalam dokumen pelengkap pabean .
lainnya yang menyertai Barang Kiriman; dan/ |

atau

d. pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemin-
dai elektronik atau alat pemindai elektronik

dalam keadaan rusak.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaima- :
na dimaksud pada ayat (3) huruf b disaksikan !
oleh Penerima Barang dan/atau petugas Penye- |

lenggara Pos yang bersangkutan.

Terhadap Surat dan/atau Dokumen yang dicuri- |
gai berisi barang impor, pemeriksaan fisik barang
oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat !

(3) huruf b disaksikan oleh Penerima Barang.

Penyelenggara Pos menyampaikan pemberita- |
huan kepada Penerima Barang untuk menyaksi- |
kan pemeriksaan fisik dalam hal Surat dan/atau
Dokumen ditetapkan untuk dilakukan pemerik- |

saan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Dalam hal Penerima Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (6) tidak dapat ditemukan atau
Penerima Barang memberikan kuasa kepada Pe- :
nyelenggara Pos, pemeriksaan fisik barang oleh

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b disaksikan oleh petugas Penyelenggara

Pos.

Penerima Barang dinyatakan tidak dapat ditemu-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat {8) dalam

hal:

atau
b. Penerima Barang tidak hadir untuk menyak-
sikan pemeriksaan fisik dalam jangka wak-

tu paling fama 7 (tujuh) hari terhitung sejak |
penetapan pemeriksaan fisik sebagaimana di-

maksud pada ayat (7).

(10) Pejabat memberikan tanda khusus berupa paraf,

{11)}Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3} huruf b dicatat dalam

tanda cap stempel atau melekatkan stiker lam-

bang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada
kemasan Barang Kiriman yang telah ditakukan
pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b.

berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatan-

gani Penerima Barang dan/atau petugas Peny- |
elenggara Pos yang menyaksikan pemeriksaan .

fisik.
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a. Penyelenggara Pos menyampaikan bahwa Pe-
nerima Barang tidak dapat ditemukan; dan/ |

(1

(2)

(3)

(1)

Pasal 12

Berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam hal Ba-

rang Kiriman:

a. berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Ba-
rang Kiriman Tertentu, Pejabat yang menan-
gani Barang Kiriman memberikan persetujuan
pengeluaran barang dan mencatat dalam buku
catatan pabean:

b. nilai pabeannya sampai dengan FOB USD
100.00 (seratus United States Dollar) untuk
setiap penerima barang per kiriman, Pejabat
yang menangani Barang Kiriman memberikan
persetujuan pengeluaran barang dan men-
catat dalam buku catatan pabean;

c. nilai pabeannya melebihi FOB USD 100.00
(seratus United States Dollar) untuk setiap
penerima barang per kiriman, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman melakukan pene-
tapan Tarif dan nilai pabean; atau

d. merupakan Barang Kiriman sebagaimana di-
maksud pada huruf a, huruf b, atau huruf
C yang wajib memenuhi ketentuan larangan
atau pembatasan, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman memberitahukan kepada Pe-
nerima Barang melalui Penyelenggara Pos
agar Penerima Barang menyampaikan Doku-
men Pelengkap Pabean pemenuhan kewajiban
ketentuan larangan atau pembatasan.

Penelitian atas Barang Kiriman yang wajib me-

menuhi ketentuan larangan atau pembatasan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di-

lakukan oleh Pejabat dan/atau SKP.

Dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ke-

tentuan larangan atau pembatasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penerima Barang
wajib memenuhi ketentuan larangan atau pem-
batasan dimaksud sebelum pengeluaran barang.

Bagian Ketiga
Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean

Pasal 13
Penetapan Tarif dan nilai pabean Barang Kiri-
man yang nilai pabeannya melebihi FOB USD
100.00 (seratus United States Dollar) tetapi tidak
melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus
United States Dollar) dilakukan oleh Pejabat yang
menangani Barang Kiriman dengan menerbitkan
Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP).



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,

dan/atau Pajak (SPPBMCP)vsebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) menjadi dokumen dasar pem-
bayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam

rangka impor dan disampaikan oleh Pejabat yang

. menangani Barang Kiriman kepada Penerima Ba-

rang melalui Penyelenggara Pos.
Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang diterbitkan oleh

Pejabat yang menangani Barang Kiriman seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) juga berfungsi

sebagai persetujuan pengeluaran barang.

Dalam hal penetapan nilai pabean oleh Pejabat
yang menangani Barang Kiriman sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) menyebabkan nilai Barang
Kiriman menjadi lebih dari FOB USD 1,500.00
(seribu lima ratus United States Dollar), Pejabat -
yang menangani Barang Kiriman memberitahukan
kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara :

Pos agar Penerima Barang menyampaikan:
a. PIB, dalam hal Penerima Barang merupakan
badan usaha; atau

b. PIBK, dalam hal Penerima Barang bukan meru-

pakan badan usaha.

Pasal 14

Pejabat yang menangani Barang Kiriman mene-_§
tapkan Tarif dan nilai pabean untuk setiap jenis
barang sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur mengenai penetapan Tarif

dan nilai pabean, terhadap Barang Kiriman yang:

a.  nilai pabeannya melebihi FOB USD 1,500.00

(seribu lima ratus United States Dollar); dan

b. Penerima Barang bukan merupakan badan

usaha.

Penetapan Tarif dan nilai pabean sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penerima

Barang menyampaikan PIBK.

Berdasarkan hasil penelitian Tarif dan nilai pa-
bean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menyebabkan kekurangan atau kelebihan pem- |
bayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rang- |
ka impor, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan |

Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).

Barang Kiriman: dapat dikeluarkan dari Kawasan
Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah:
a. dilakukan penelitian Tarif dan nilai pabean,

dalam hal terhadap impor Barang Kiriman ti-
dak diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan Ni- :
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(1

(2

(3)

lai Pabean (SPTNP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3); atau

b. penerima Barang menyelesaikan kekurangan
dan pajak |
dalam rangka impor, dalam hal terhadap impor
Barang Kiriman diterbitkan Surat Penetapan |
Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana

pembayaran bea masuk, cukai,

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15
Penyelenggara Pos dapat menyampaikan:

a. daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 8 ayat (1):

b. Consignment Note sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 9 ayat (1): dan

¢. PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 |

ayat (1) dan Pasal 10 ayat (8),
sebelum Barang Kiriman dibongkar di Kawasan

Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama |

dengan TPS.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman dapat
melakukan penelitian Tarif dan nilaj pabean |
setelah Penyelenggara Pos menyampaikan daftar
Barang Kiriman, Consignment Note, dan PIBK se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang menangani Barang Kirirpan melaku-
kan penetapan Tarif dan nilai pabean terhadap
daftar Barang Kiriman, Consignment Note, dan

PIBK yang disampaikan sebelum pembongkaran

Barang Kiriman di Kawasan Pabean atau tempat |
lain yang diperlakukan sama dengan TPS seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Peny-
elenggara Pos- melakukan perincian lebih lanjut
atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pa-

bean BC 1.1 dengan mengajukan perbaikan terh-

adap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 untuk setiap |

Penerima Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 Ayat (1) dan ményampaikan nomor sub

Pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean
BC 1.1.

Pasal 16

Pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak
. dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat. (2), dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur :

ketentuan mengenai tata cara pembayaran bea masuk,
cukai, dar/atau pajak dalam rangka Impor.

(1)

Pasal 17
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan
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(2)

(3)

(4)

. (5)

(6)

(7)

PENGUMUMAN /

pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak |
dalam rangka impor sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 13 ayat (2), dalam jangka waktu pal-

ing lama 60 (enam puhuh) hari terhitung sejak |

tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
PJT melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/
atau pajak dalam rangka impor sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 ayat (2). dalam jangka

waktu paling larna 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran

Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak {SPPBMCB)
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1).
Dalam hal Kantor Pabean belum terhuhung den-
gan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/
atau pajak dalam rangka impor secara elektronik,
Penyelenggara Pos menyampaikan bukti pem-

rangka impor kepada Kantor Pabean penerbit Su-
rat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dicairkan dalam hal bea masuk, cukai. dan/atau
pajak dalam rangka irnpor yang terutang tidak di-
lunasi dalam jangka waktu sebagairnana dimak-

sud pada ayat (1).

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayal {1) dicairkan dalarn hal bea masuk, cukai,

dan/atau pajak dalam rangka impor yang tertuang
(1)

tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak berlaku dalam hal Penyelenggara Pos
Yang Ditunjuk dapat menyampaikan Barang Kiri-
man dalam keadaan baik kepada Kepala Kantor
Pabean tempat penyelesaian Kewajiban Pabean
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Yang dimaksud dengan Barang Kirirnan dalam ke-

adaan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
adalah: :

11 ayat (3) huruf b; atau

b. Barang Kiriman dan kemasan haru dalam ke-
adaan utuh dan tidak rusak, untuk Barang Kir-

PERATURAN PEMERINTAH

(1

- (2)
bayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam |

(3)

(2)
a. Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(10) harus dalam keadaan utuh, untuk Barang
Kiriman yang dilakukan Pemeriksaaln fisik oleh
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3)

iman yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik
oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf b.

Bagian Keempat

Pengeluaran Sebagian

Pasal 18 ;

Dalam hal terdapat Barang Kiriman yang diberita-
hukan dalam Consignment Note atau PIBK yang
terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan
tetapi belum memenuhi persyaratan impor, terha-
dap Barang Kiriman lainnya dalam Consignment
Note atau PIBK yang bersangkutan yang tidak
terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan
dapat diizinkan untuk diberikan persetujuan pen-
geluaran barang setelah dilakukan penelitian
mendalam.
Persetujuan pengeluaman sebagian barang seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan atas Barang Kiriman yang terkena ke-
tentuan larangan dan/atau pembatasan yang di-
beritahukan dengan benar dalam dokumen PIBK. |
Tata cara pengeluaran sebagian sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini. |

Bagian Kelima
Pengeluaran Baratng Kiriman dengan PIB
Pasal 19 ;
Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan
Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan TPS setelah Penerima Barang atau kua-
sanya menyampaikan PIB dalam hal Barang Kiri-
man: i
a. memiliki nilai pabean melebini FOB USD
1,500.00 (seribu lima ratus United States
Dollar) dan Penerima Barang merupakan
badan usaha; dan/atau
b. mendapatkan fasilitas penundaan bea masuk |
dan/atau menggunakan Tarif preferensi.
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swas-
ta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan
hukum asing koperasi, persekutuan komanditer
(CV), atau ienis usaha lainnya yang bersifat tetap
dan terus menerus dengan tujuan memperoleh
laba. '
Tata cara pengeluaran Barang Kiriman yang
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(2)

(1)

| (2)

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk diangkut Ke TPS

[ (1)

ditetapkan untuk diselesaikan dengan PIB seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1)} dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai impor untuk dipakai.

Pasal 20
Peugajuan PIB dapat diiakukan oleh Penerima Ba-
Tang atan kuasanya dalam hal:

a. Barang Kiriman yang berdasarkan Consign-

ment Note memiliki nilai pabean tidak me-

lebihi FOB USD 1,500.00 {seribu lima ratus

United States Dollar) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1); atau

b. Barang Kiriman vang berdasarkan Consign-

ment Note memeiliki nilai pabean melebihi
FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United
States Dollar) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1).

Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampaikan

PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Penyelenggara Pos tidak harus menyampai-

kan Consignment Note sebagaimana dimak- |

sud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

b. Penerima Barang tidak harus menyampaikan.
PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 |

ayat (1).

Bagian Keenam
Pengeluaran Barang Kiriman untuk
Diimpor Sementara
Pasal 21

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan

Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan TPS untuk diimpor sementara.

Tata cara pengeluaran Barang Kiriman untuk diim-
por sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan pengajuan Pemberita-
huan Pabean impor sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan Yang mengatur mengenai im-

por sementara.
Bagian Ketujuh

Di Kawasan Pabean Di Kantor Pabean Lainnya
Pasal 22

Barang Kiriman vang dikirirn melalui Penyeleng-
gara Pos Yang Ditunjuk dapat dikeluarkan dari
Kawasan Pabean atau tempat lain yang diper-
lakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS |

di Kawasarn Pabean di Kantor Pabean lainnya,

_ PENGUMUMAN / PE

—-_.._,...,.._...-._.._..._,...._..__.-...___-..._......_..__..._......

setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan

penimbunan Barang Kiriman dengan elemen data |

paling sedikit memuat:

a. TPS asal:
b. PBS tujuan:
C. nomor pelayaran (voyage number)/Nomor

penerbangan (flight number/nomor kendaraan
pengangkut darat;

tanggal keherangkatan/kedatangan;

jam keberangkatan/kedatangan apabila ada;
jumlah dan jenis kemasan:

nomor identitas kemasan, apabila ada;

berat kotor (brutto) isi kemasan;

nomor segel kemasan, apabila ada;

jumlah kemasan:

nomor identitas Barang Kirirnan;

I.  berat kotor {bruto) Barang Kiriman;

m. nama jelas pengelola TPS asal;

n. nama jelas Pengarigkut; dan

0. nama jelas pengeloia TPS tujuan.

kepada Pejabat. yang menangani administrasi

e +0a

e =

manifes di Kantor Pabean yang mengawast TPS

asal.

(2) Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang

Kirimam sebagaimnana dimaksud pada ayat (1)
yang telah diterima dan mendapat nomor dan

tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang men- |
gawasi TPS asal merupakan dokumen Pemberita-
huan Pabean pengangkutan dengan kode BC 1.4 f

Outward.

(3} Pengeluarari Barang Kiriman dari TPS asal untuk
diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pa-
bean lainnya dapat dilakukan setelah mendapat- |

kan persetujuan Pejabat atau SKP.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
merupakan dokumen pelindung pengangkutan

Barang Kiriman dari TPS asal ke TPS tujuan.

{(5) Untuk keperluan pengawasan dan rekonsiliasi,

Pejabat yang menangani administrasi manifes di

Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal me- |

nyampaikan BC 1.4 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Pejabat yang menangani adminis-
trasi manifest di Kantor Pabean yang mengawasi |

TPS tujuan.

(6) Pejabat ymg menangani administrasi manifes
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS tujuan |

menggunakan:

a. BC 1.4 yang diterima dari Pejabat yang
menangani administrasi manifes di Kantor Pa- :

bean yang mengawasi TPS asal: dan
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b. hasil pengawasan pemasukan Barang Kiriman |

ke TPS tujuan,
untuk memberikan nomor dan tanggal pendaft-
aran BC 1.4 Inward di Kantor Pabean bersangku-
tan.
Tata cara penyampaian pemberitahuan pemin-

dahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampi-
ran VI yang memupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23
Pengeluaran Barang Kiriman untuk diangkut ke
TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lain-
nya dilakukan setetah Penyelenggara Pos Yang
Ditunjuk memasang tanda pengaman pada setiap

kemasan, kantong, peti kemas, dan/atau sarana

pengangkut yang mengangkut Barang Kirimarn.
Tanda pengaman yang dipasang oleh Penyeleng-
gama Pos Yang Ditunjuk pada setiap kemasan,
kantong, peti kemas, dan/atau sarana pengang-
kut yang mengangkut Barang Kiriman sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), dapat diterima seb-
agai segel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tanda pengaman yang dapat diterima sebagai se-
gel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus
memenuhi kriteria aman dan dapat memberikan
tanda dalam hal tanda pengaman dirusak.

Bagian Kedelapan
Pengeluaran Barang Kiriaman Untuk
Diekspor Kembali
Pasal 24

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan

Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama

dengan TPS untuk diekspor kembali dalam hal:

a. Barang Kiriman ditolak oleh Penerima Barang;

b. Barang Kiriman salah kirim;

c. Penerima Barang tidak ditemukan;

d. terdapat larangan impor sebagaimana dimak-
sud dalam peraturan ‘perundang-undangan;
atau

e. tidak memenuhi ketentuan mengenai pem-
balasan impor.

Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang

menangani Barang Kiriman.

Ekspor kembali sebagaimana dimaksud ayat (1)

1

(2)

(3)

(4

)

- (6)

tidak dapat diberikan dalam hal ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |

Pasal 25
Untuk mendapatkan persetujuan ekspor kembali
Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2), Penerima Barang atau Peny-
elenggara Pos mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menan-
gani Barang Kiriman dengan menyebutkan alasan
dan disertai dengan dokumen dan/atau bukti pen- i
dukung.
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menan-
gani Barang Kiriman melakukan penelitian atas
permohonan ekspor kembali Barang Kiriman dari
Penyelenggara Pos terkait dengan pemenuhan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 |
ayat (1).
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat yang menangani Barang Kiriman:
a. memberikan persetujuan ekspor kembali,
apabila permohonan ekspor kembali yang di-
ajukan memenuhi ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
b. menerbitkan surat penolakan ekspor kembali
Barang Kiriman, apabila permohonan ekspor
kembali yang diajukan tidak memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) atau termasuk dalam ketentuan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan:
a. Consignment Note; atau |
b. Pemberitahuan Ekspor Barang, untuk Barang
Kiriman yang telah diajukan PIBK atau PIBdan
telah mendapatkan nomor pertdaftaran.
Penyelenggara Pos menyampaikan bukti realisasi |
ekspor Barang Kiriman yang diberikan persetu-
juan ekspor kembali kepada Pejabat yang menan-
gani Barang Kiriman pada Kantor Pabean tempat
penyelesaian kewajiban pabean.
Tata cara ekspor kembali Barang Kiriman den-
gan menggunakan Consigment Note tercantum
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB VI
KETENTUAN LAIN -LAIN
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Bagian Pertama

PENGUMUMA N/

Penyampaian Daftar Barang Kiriman , Consignment

)

(2)

(3)
(@
(5)

S

@

Note, PIBK, Dan Pemberitahuan Pemindahan
Penimbunan Barang Kiriman
Pasal 26
Penyelenggara Pos menyampaikan:
a Perincian lebih lanijut atas Pos yang terdapat
dalam Pemberitabuan Pabean BC 1.1 seb-
. agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

B e e vy

PERATURAN

b. daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud !

dalam Pasal 8 ayat (1):

c. Consignment Note sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1); _ v

d. PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dan Pasal 10 ayat {8); dan

e. Pemberitahuan pemindahan penimbunan Ba-
rang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1).

ke Kantor Pabean melalui sistem PDE.

Dalarn hal sistem PDE sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat gang-
guan yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal atau
Pejabat yang ditunjuk, penyampaian oleh Peny-
elenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan tulisan di
atas formuilir.

Dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak dapat -

beroperasi dalam jangka waktu paling siagkat 1

(satu) jam, penyampaian oleh Penyelenggara Pos |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan tulisan di atas formulir.

Dalam hal terdapat invoice, packing list, dan/
atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya, Peny-

elenggara Pos harus menyerahkannya pada saat i
penyampaian Consignment Note sebagaimana |
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan PIBK seb- |

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Penyampaian Doknrncn Pelengkap Pabean seb- |

agaimana dimaksnd pada ayat (4) dilakukan me-
lalui sistem PDE atau tulisan diatas formulir.

Bagian Kedua
Kawasan Pabean
Pasil 27
Pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas
impur Barang Kiriman dilaksanakan di Kawasan
Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan Pabean atau tempat lain yang diper- |

Biusiness News 8

dengan TPS yang sepenuhnya berada di bawah

(1

(2)

(3)

(4)

i,

PEMERINTAH

lakukaiu sama dengan TPS sebagaimana dimksud
Pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas im-
por Barang Kiriman dapat dilakukan di tempat lain |
setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor

Pabean.

Bagian Ketiga
Barang Tidak Dikuasai
Pasal 28

Barang Kiriman vang ditimbun melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
penimbunannya di TPS, dinyatakan sebagai bar- |

ang tidak dikuasai.

Barang Kiriman yang dikirim melalui Penyeleng-

gara Pos Yang Ditunjuk:

a. yang ditolak oleh Orang yang tertera dalam
alamat tujuan Orang yang dituju dan tidak
dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar

Daerah Pabean;
b. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diteri-

ma kembali karena ditolak atau tidak dapat |
disampaikan kepada Orang yang tertera dalam

alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh

pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diterimanya Pem-
beritahuan dari Penyelenggara Pos Yang Di-

tunjuk,
dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

Barang Kiriman yang ditolak sebagaimana dimak-

sud pqda ayat (2) huruf a adalah Barang Kiriman

yang: :
a. ditolak oleh Penerima Barang; alan

b. tidak terkirim kepada Penerima Barang dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung |
sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang ;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(3).
Tata cara penyelesaian atas barang tidak dikua-
sai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), dilaksanlakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur ketentuan
mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai,

barang yang dikuasai negara, dan barang yang 'I

mmenjadi milik negara.

Bagian Keempat
Sistem PDE

Antara Kantor Pabean Dengan Penyelenggara Pos

359
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Pasal 29
Penyelenggara Pos yang berada di bawah

dengan TPS:

b. pemantauan pemindahan penimbunan Barang

Kiriman dari Kawasan Pabean atau tempat lain

untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di |
Kantor Pabean lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, dalam hal importasi Barang Kiri-
man dilakukan melalui Penyelenggara Pos Yang

Ditunjuk;

. ¢. monitoring pembayaran bea masuk dan/atau pa-
| juk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman |
. Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Keputusan Ber-
dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaiinana dimak- |
| tur Jenderal Pos dan telekomunikasi Nomor KEP-34/
| BC/2000 dan Nomor 41/DIRJEN/2000 tentang Pe-
. nyelesaiaan Barang Impor atau Barang Ekspor yang
. Dikirim Melalui Pos.

dan/atau jumlah pungutan negara yang terutang *

jak dalam rangka impor yang ditetapkan dalam
Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,

sud dalam Pasal 17; dan/atau

- d. memberikan informasi kepada Penerima Barang

mengenai status Barang Kiriman, persyaratan pe-
menuhan ketentuan larangan atau pembatasan,

atas Barang Kiriman.

Bagian Kelima
Formulir
Pasal 30

Bagian Keenam
Service Level Agreement (SLA)
Pasal 31
Kepala Kantor Pabean menetapkan dan men-

gumumkan norma waktu pelayanan Barang Kiriman
| atau Service Level Agreement sepanjangtidak berten-
. tangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini. :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Terhadap PIBK atau Pencacahan dan Pem-

beaan Kiriman Pos (PPKP) yang telah diajukan dan

“PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERIN

..,,_.__.—m.._._,..__....._..,,,,__,.,_.,.—.-—r_._._...,._..__...._..._...._.——-—___.—» B v

: telah mendapatkan nomor pendaftaran sampai den-
gan tanggal:

. pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan a. 27 Januari 2017, untuk KBPBC Tipe Madya Pa- |
. sistem PDE Kepabeanan harus memiliki media komu-
| nikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP
. Direktorat Jendera Bea dan Cukai, yang digunakan
- dalam rangka:

'; a. pengelolaan Barang Kiriman sepeti penimbunan
' dan pengeluaran Barang Kiriman ke dan dari TPS |
atau tempat yang lain yang diperlakukan sama

bean A Jakarta;
b. 5 Februari 2017, untuk KPBBC Tipe Madya Pa-
bean Tanjung Emas;

¢ 22 Maret 2017. untuk KPPBC Tipe Madya Pa- |

bean Ngurah Rai dan KPPBC Tipe Madya Pabean
B Kuala Namu;

d. 05 April 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean '
Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung,
dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
26 April 201 7, untuk Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan KPBBC
Tipe Pratama Kantor Pps Pasar Baru; dan _
f, 23 Mei 2017, untuk Kantor Pabean selain huruf a '

sampar dengan huruf c,

diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 tentang Petun- |

sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direk-

BAB Vil
KENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mu-

lai berlaku:

Bentuk furnttmlir yang digunakanm dalam
| pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini tercan- i
tum dalam Lampiran Vil yang merupakan bagian ti-
i dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No- |
mor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksa-
naan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sa-
rana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui |
Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea |
dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002 tentang Pe- '
rubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang,
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiri- |
man Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos, di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| b. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan

Cukai dengan Direktur Jenderal Pos dan Teleko- |
munikasi NomorKEP-34/BC/2000 dan Nomor 41/ |
DIRJEN/2000 tentang Penyelesaian Barang Im-
por atau barang ekspor yang Dikiriin Melalui Pos,
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sepanjang mengenai impor Barang Kiriman din-

yatakan tidak berlaku.
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan

H

Cukai dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia |
(Persero) Nomor SK-20/BC/2000 dan Nomor 35/
Dirutpus/2000 tentang Tatacara Penyelesaian |

Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim
Melalui Pos Dengan Menggunakan Layanan Lo-
gistik dan Komunikasi, sepanjang mengenai im-
por Barang Kiriman dinyatakau tidak berlaku.

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan

H

Cukai dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia |
(Persero) Nomor SE-21/BC/2000 dan Nomor 36/
Dirutpos/2000 tentang Tatacara Penyelesaian |
Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim
Melalui Pos Dengan meggunakan Jasa Express

Mail Service (EMS), sepanjang mengenai impor
Barang Kiriman dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktu Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-05/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pe-

ny_elesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusa-
haan Jasa Titipan, dicabut dan dinyatakan tidak |

berlaku.

Pasal 34

Peraturan Direktu Jenderal ini mulai berlaku :

pada tanggal 28 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017
DIREKTUR JEDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS
MELALUI MEKANISME PENUGASAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 15 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan angku-

tan laut perintis dengan menggunakan kapal perintis
milik negara yang dilaksanakan melalui penugasan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diper-
hitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan
i Laut Perintis melalui Mekanisme Penugasan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran |

2,

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten-

tang Kepelautan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lem- '

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Re- |

publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070) sebagaimana telah diubah dengah
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah |

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |

2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);
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